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Pengecekan berulang Wajib Dilakukan

kuti ...
farl Hal 17

us depat dicapai namun tetap
arusberpegangdanmengiku-
| aturan tata kelola keuangan
ang berlaku. Dia menconto-
kan dalam menghadapi situ-
si bencana yang melanda di
uatudaerah. Pemerintah dae-
ah terdesak untuk melakukan
engadaanbarang-barangun-
1k membantu penanggulan-
anbencanadengannilaitran-
aksi yang cukup besar.
Dalam posisi ini, kata Bisri,
1aka diharuskan adanya le-
ingyangmembutuhkanwaktu
ckian lama, sementara hal ini

termasuk kebutuhan mende-
sak. Pemerintah dalam kondi-
si seperti ini bisa melakukan
upaya lain. “Ada aturannya
jika memang untuk bencana
bisa tidak melalui lelang, jadi
aturan kita tidak kaku sama
sekali, yang penting bisa di-
pertanggungjawaban, itu na-
manya akuntabilitas, bisa di-
pertanggungjawabkan, kena-
pa seperti ini, kenapa seperti
itu, bisa dipertanggungjawab-
kan dari segala aspek, ini yang
penting,”jelas Bisri.

Pada kesempatan terse-
but, Bisri pun mengingat-
kan khususnya kepada gu-
bernuragar dalam persoalan
pengelolaan keuangan har-

us berhati-hati. Segala hal
yang menyangkut penggu-
naan anggaran harus dapat
dicermati dengan baik se-
belum pengesahan dilaku-
kan. Pengecekan berulang
wajib untuk dilakukan den-
gan memperhatikan benar
prinsip-prinsip akuntabil-
itas di dokumen yang akan
disahkan.

“Jadi pakgubernur, sebelum
menandatangani sesuatu atau
laporan apapun, pastikan agar
dokumen tersebut telah dipa-
raf paling tidak oleh bawahan
yang berwenang sebelumnya,
bisa oleh sekda, bisa juga oleh
kepala badan keuangan dan
asetnya, minimaladaduaparaf

sebelumnya. Karenajikasudah
diparafberartisebelumnyasu-
dah benar-benar diperiksa,
parafnya pun kalau bisa harus
perlembar, jadi harus berhati-
hati benar,"katanya.

Dia mengatakan, kepatu-
han terhadap aturan pengelo-
laan keuangan daerah harus
benar-benar dimaksimalkan,
setelahnya pencapaian kiner-
ja pun harus dikejar semaksi-
mal mungkin. Diharapkan ke
depan, laporan pertanggung-
jawaban pemerintah daerah di
setiap lima tahunan dapat dii-
kuti pula dengan laporan kin-
erja tentang apa-apa saja yang
sudah dicapai lima tahun se-
belumnya. (nhr)
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Ikuti Aturan,
Tujuan Tercapai

Wakil Ketua BPKRI
soal Pengelolaan
Keuangan Daerah

PALU- Wakil Ketua Badan
PemeriksaKeuangan (BPK)Re-
publik Indonesia, Hasan Bisri,
dalam kunjungan kerjanya ke
Palu belum lama ini, mengin-
gatkan pemerintah daerah ter-
kait pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah. Di hadapan
Gubernur Drs Longki Djang-
gola MSE dan Wakil Guber-
nur H Sudarto SH MHum, Ke-
pala Perwakilan BPK Provin-
si Sulteng, Moch Bayu Sabar-
tha, serta sejumlah pimpinan
SKPD di lingkup Pemerintah-
anSulawesiTengah, HasanBis-
rimenegaskanbahwapengelo-

Hasan Bisri

laan keuangan daerah sangat
jelas berbeda dengan penge-

lolaan keuangan private.
Pengelolaan keuangan dae-

rah di seluruh dunia yang per-
tama dan utama adalah prin-
sip pada ketaatan terhadap
aturan. “Pengelolaan keuan-
gan usaha atau private berbe-
da, yang penting tujuan terca-
pai, usaha berjalan, maka ja-
lan, kalau seorang pemimpin
perusahaan hanya akan meli-
hat kalau ini menguntungkan
perusahaan maka jalan, kalau
perlu sedikit-sedikit menyer-
empet, kalau dalam pengelo-
laan daerah tidak demikian,”
tandasnya.

Dalam pengelolaan keuan-
gan daerah bukan saja tujuan
yangharus dicapai, tetapi ked-
uanya. Artinya, kata Bisri, tu-
juanpembangunandaerahha-
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